KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/ 0122 /2025

TENTANG

PENETAPAN BESARAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN
WAKIL BUPATI POSO TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, untuk
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
disediakan biaya penunjang operasional dipergunakan untuk
koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat,
pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. bahwa biaya penunjang operasional yang di alokasikan untuk
mendukung pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu ditentukan jumlah besarannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati
tentang Penetapan Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati
dan Wakil Bupati Poso Tahun Anggaran 2025;

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun
2023 Nomor 1);
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6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Poso
Tahun Anggaran 2025.
KEDUA : Besaran Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU diuraikan sebagai berikut :
a. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Bupati Poso adalah
55% (lima puluh lima perseratus) dari jumlah anggaran yang
disediakan atau sebesar Rp.19.800.000,00 (sembilan belas juta
delapan ratus ribu rupiah) per bulan; dan
b. besaran Biaya Penunjang Operasional untuk Wakil Bupati Poso
adalah 45% (empat puluh lima perseratus) dari jumlah anggaran
yang disediakan atau sebesar Rp.16.200.000,00 (Enam belas juta
dua ratus ribu rupiah) per bulan.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,

VERNA G. KIRIWANG
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